SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal

26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perijinan Terpadu di Daerah, perlu diatur penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme_(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4670);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

E)



10.

11.

12,

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4899),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5049 );



15.

16,

1.7.

18.

1.

2.
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24,
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201:
tentang Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

11,

12.

13.

14

15.

16.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah’ Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat

PTSP adalah kegjatan penyelenggaraan perizinan dan non
perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan
secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin
kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Non perizinan adalah pemberian rekomendasi atau
dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan
hukum.

Izin adalah dokumen vyang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang
merupakan  bukti legalitas menyatakan sah atau
diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan
Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang
menyatakan sah atau diperbolehkannya orang
perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu.

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat BPTSP adalah SKPD penyelenggara PTSP.

Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



17. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

19. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP berasaskan :

kepentingan umum;

kepastian hukum;

persamaan hak;

keseimbangan hak dan kewajiban;
keprofesionalan;

partisipatif;

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
keterbukaan;

akuntabilitas;

fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
ketepatan waktu; dan

kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
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Pasal 3

(1) Maksud penyelenggaraan PTSP adalah untuk memberikan
kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh
pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan
perizinan/non perizinan dan memperoleh informasi mengenai
tempat, waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan
penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non perizinan.

(3) Kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kepastian hukum terhadap waktu, biaya, persyaratan, prosedur
dan - penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan non
perizinan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah :

a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk
memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

¢. meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non
perizinan.



BAB 11
SASARAN
Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah :

a. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah,
transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel, dan

b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III
PEMOHON
Pasal 6

Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP
adalah :

a. orang perseorangan; dan

b. badan, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
berbentuk badan hukum.

BAB IV

PENYEDERHANAAN PELAYANAN
Pasal 7

(1) Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan
perizinan 'dan non perizinan.

(2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penyederhanaan persyaratan;

percepatan waktu penyelesaian permohonan;
kepastian biaya;

kejelasan prosedur;

keterbukaan dan kejelasan informasi;

kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
g. kejelasan penyelesaian pengadian/keluhan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB V
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 8

(1) Ruang lingkup kewenangan penyelenggara PTSP meliputi:

a. penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;

b. penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non

izin;

c. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan

izin dan non izin;
penandatanganan dokumen izin dan non izin;

pengelolaan arsip izin dan non izin;

1zin dan non izin; dan
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penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan

pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait

berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian,

dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian teknis/pengujian
fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diatur

dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

(1) Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan
penyelengara PTSP meliputi perizinan dan non perizinan di

bidang :

pendidikan;
kesehatan;
pekerjaan umum,;
perumahan;
penataan ruang;
perhubungan;
lingkungan hidup;
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. pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;

[y

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
j. sosial;

k. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

1. koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah;
m. penanaman modal;



kebudayaan dan pariwisata;
kepemudaan dan olah raga;
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
perpustakaan;

komunikasi dan informatika;
pertanian dan ketahanan pangan;
kehutanan; _
energl dan sumber daya mineral;
kelautan dan perikanan;
peternakan;

perdagangan;

perindustrian; dan
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pembangunan.

(2) Rincian jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk memperoleh pelayanan, selain perizinan dan non
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pelayanan
administrasi tertentu dilimpahkan menjadi bagian dari ruang
lingkup pelayanan penyelenggara PTSP.

(2) Pelimpahan pelayanan administrasi tertentu  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

(1) Sumberdaya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara
PTSP adalah pegawai penyelenggara PTSP.

(2) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara
PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

pengetahuan tentang perijinan/non perijinan;
pengetahuan di bidang pelayanan publik;
keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
integritas terhadap pelayanan publik.
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(4) Dalam‘rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia
s§baga1mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan scleksi dan pembinaan sebagaimana mestinya.
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BABRB VII
KEUANGAN
Pasal 12

(1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan
PTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(2) Penerimaan dari penyelenggaraan PTaP merupakan
pendapatan daerah.

(3) Pembayaran atas retribusi ijin/non ijin dibayarkan melalui
Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah.

(4) Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuali
ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan
negara/daerah.

BAB VIII

PRASARANA DAN SARANA
Pasal 13

(1) Prasarana dan Sarana penyelenggaraan PTSP berdasarkan
standarisasi dan mendukung standar pelayanan minimum
penyelenggaraan PTSP.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN
Pasal 14

(1) Untuk memastikan pelayanan perijinan/non perijinan oleh
BPTSP sesuai dengan azas, maksud, tujuan dan sasaran
penyelenggaraan PTSP, disusun Standar Pelayanan Minimal,
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur
penyelenggaraan PTSP.

(2) Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat standar waktu, biaya pelayanan, informasi pelayanan,
prosedur pelayanan, penanganan keluhan, dan ruangan yang
mendukung kenyamanan pelayanan.



